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ABSTRAK

CATATAN

— bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota

Semarang tentang Periindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas di Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan
diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang;

Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019; Peraturan Pemerintah
Nomor 70 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020; Peraturan Pemerintah
Nomor 42 tahun 2020; Peraturan Pemehntah Nomor 60 tahun 2020;
Peraturan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1
Tahun 2018;

Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka
Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang dan
memperhatikan Surat-surat Fraksi.

— Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2021.



